BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.932, 2019 BSN. Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap
Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian,
Perkebunan, Peternakan. Perikanan.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR
2 TAHUN 2019 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP
STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya saing produk
perikanan dan mempermudah pelaksanaan penilaian
kesesuaian Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan
dan Perikanan, perlu dilakukan penambahan skema
penilaian kesesuaian terhadap Standar Nasional
Indonesia Sektor Perikanan;

b. bahwa Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2
Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian
Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian,
Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sudah tidak
sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu dilakukan
perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang
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Mengingat

Menetapkan

—_

Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian
Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor

Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5584);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang
Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2225);

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI
dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1325);

Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun
2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap
Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian,
Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 438);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI
NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG SKEMA
PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL
INDONESIA SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Standardisasi

Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian

Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor

Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 132) diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap SNI Sektor

Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

terdiri atas skema Penilaian Kesesuaian untuk

produk:

a. Pupuk SP-36 Plus Zn;

b. Pupuk kalium sulfat;

c. Dolomit;

d. Indonesian Good Aquaculture Practices
(IndoGAP) Bagian 1: Cara Pembenihan Ikan
yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya lkan yang
Baik (CBIB); dan

e. Indonesian Good Aquaculture Practices
(IndoGAP) Bagian 2: Cara Pembuatan Pakan
Ikan yang Baik (CPPIB).

Kepala BSN menetapkan Skema  Penilaian

Kesesuaian terhadap SNI sektor Pertanian,

Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor

Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

untuk pelaksanaan sertifikasi produk.

Sertifikasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dilaksanakan sesuai dengan Skema Penilaian

Kesesuaian terhadap SNI Sektor Pertanian,

Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang

merupakan petunjuk teknis sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III,
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Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan

ini.

Pasal 11
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Agustus 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR
NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN

PETUNJUK TEKNIS SKEMA SERTIFIKASI PRODUK
INDONESIAN GOOD AQUACULTURE PRACTICES (INDOGAP)
BAGIAN 1: CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK (CPIB)
DAN/ATAU CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK (CBIB)

A. Ruang lingkup

1.

Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan sertifikasi
IndoGAP yang meliputi Cara Pembenihan Ikan yang Baik
(CPIB) dan/atau Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) di
Indonesia baik pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang
menghasilkan induk, benih dan/atau ikan ukuran
konsumsi/pasar.
Dokumen ini berlaku untuk pembudidayaan, baik ikan
konsumsi maupun nonkonsumsi, untuk semua jenis ikan
yang tidak dilarang untuk dibudidayakan di Indonesia.
Dokumen ini dapat diterapkan untuk kegiatan sertifikasi
terhadap:
a) sertifikasi individu, dan
b) sertifikasi kelompok

Sertifikasi kelompok adalah sertifikasi yang dilakukan

terhadap sekelompok unit pembudidayaan yang

memenuhi kriteria sebagai berikut:

- berada pada kawasan yang berdampingan dengan

batasan areal yang jelas;
- memiliki legalitas kelompok;
- memiliki manajemen pengelolaan budidaya secara

bersama;
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